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ABSTRAK

Restitusi atau ganti kerugian sangat penting bagi mereka vang menjadi korban tindak pidana
perdagangan orang (TPPO). karena korban menderita kerugian fisik (materil) dan psikis
(non-materil). Amanat pemberian rehabilitasi dan restitusi diatur di dalam Pasal 48 UU Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Namun demikian pemenuhan hak restitusi bagi korban
perdagangan osang sangat jarang terjadi karena korban tidak mengetahui hak-haknya dan aparat
penegak hukum tidak menginformasikan hak tersebut kepada korban bahkan ditemukan juga aparat
penegak hukum tidak mengetahni bagaimana mekanisme mengajukan restitusi. Hak korban untuk
mendapatkan  restitusi  dan  rehabilitasi  dapat terpenuhi apabila terka’t tiga hal
berikut. Pertama, aparat penegak hukum baik pendamping korban. Kepolisian. Kejaksaan dan
Pengadilan memahami mekanisme pengajuan restusi termasuk bagaimana mem formulasikan dan
mandapatkan bukti-bukti kerugian materil dan inmateril yang diderita oleh korban. Kedua, Penyidik
dan Jaksa Penuntnt Umum wajib memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk
mengajukan restitusi cehingga korban dapat menggunakan haknya tersebut untuk mendapatkan
keadilan. Keriga, adanya koordinasi antar berbagai pihak termasuk pendamping korban. aparat
penegak hukum, dinas sosial, dinas kesehat.n dan instansi terkait lainnya penting untuk dilakukan
agar hukuman maksimal dapat dijatunkar: kepada para pelaku untuk mencegah terulangny« tindak
pidana perdagangan orang kepada korban lainnya. Serta mengeinbalikan harkat dan martabat
korban sebagai manusia dengnn berbagai macam program rehabilitasi dan pemberian restitusi (ganti

rugei).

Kata kunci : tindak pidana perdagangan orang. restitusi

ABSTRACT

Restitution or compensation is crucial for the victims of human trafficking crime (VHTC),
because they suffered from physicial Joss (mawerial) and psvchological loss (immaterial). The
instruction r.)f'r(’;';m')r'!imn'(m and restitution administration is arranged in Article 48 Act Number 21
YaiiF 2007 c‘:bou! eradication of I'HTC. However. the fulfillment of compensation for victims of
human trafficking rarely happens because the victims do not aware of their right and the law
enforcement officers do not informit to the victims. Occasionally, it was found that even the law
enforcement officers do not know how to file the restitution. The victims' right to get restitution and
rehabilitation can be fulfilled if related to these following three things. First, the law enforcement
officers, whether it is Co-Victim, Police officer, Attorney and the Court should understand the

menchanism of filing restitution including how to formulate and get evidencesof material and
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| PENDAHULUAN

11 LATAR BELAKANG MASALAI

Keahatan  pada  suatu masyarakat

selalu - melahikan Korban,  baik  vang
berwujud Korban langsung (individu yang

terlanggar hak-haknva oleh pelaku kejahatan)

maupun Korban tidak langsung
(tercanggunya  eksistensi  sistem  norma

kemasyarakatan). Dalam  sistem peradilan

pidana  konversional, Korban kejahatan
seringkali  "dilupakan". Sistem peradilan
pidana  konvensional lebih  berorientasi
mempidana  Pelaku  kejahatan  guna

memberikan penjeraan. sementara Korban
hanya diposisikan sebagai bagian dari alat
bukti atau pendukung pembuktian materiil di

persidangan.

Dalam kaitannya dengan korban dari
suatu tindak pidana, maka korban dari tindak
pidana  perdagangan orang (trafficking)
Fukanlah hal vang baru. Kasus trafficking
telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu,
yaitu pada masa kekaisaran Romawi yang
dipimpin oleh Justinian, tahun 527-565M.
Pada masa itu, Justinian menulis sebuah
caiatan tentang adanya pihak yang ingin
mengambil keuntungan lebih banyak dari
Pihak

tersebut merayu para

prostitusi.
perempuan muda miskin dengan barang-
harang mahal. Setelah itu, mereka menyekap
dan memaksa para perempuan itu untuk terus

bekerja dalam rumah bordil selama mucikari

menghendakinya. !

'Sietshe Altmk. Stolen Lives: Trading Women Into
Sex And Slavery, (New York: Harnington Park Press.

Penegakan  hukum  dewasa ini dapat

dikatakan  belum  memenuhi - harapan. bukan
hanya karena masalah profrsionalisme aparal
penegak hukum yang dipertanyakan tetapi juga
masalah  peraturan [)CI'UH(!PIH]_’_—UIJ(IFIJ]gHIJ serfa

dan prasarana

tidak

masalah  ketersediaan  sarana
pendukungnya. Proses penegakan hukum
akan pernah terlepas dari upaya kebijakan
politik kriminal, karena kebijakan kriminal atau
upaya penanggulangan kejahatan itu merupakan
upaya perlindungan

defence)  dan

bagian integral dari

masyarakat  (social upaya
pencapaian kesejahteraan masyarakat (soctal

welfare).”

Upaya penegakan hukum terkait dangan
tindak pidana perdagangan orang ini, maka pada
tanggal 19 April 2007, Lembaran Negara No.
58. Pemerintah Indonesia teleh mengesahkan
Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO, atau
lebih dikenal dengan JU TPPO No. 21 Tahun
2007. Pada tanggal 19 April 2007, lahirlah
Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan
Orang. Terbitnya undang-undang ini merupakan
prestasi, karena  dianggap

suatu sangat

komprehensif dan mencerminkan ketentuan
yng diatur dalam Protokol Persirakatan Bangsa-

Bangsa (PBB).

Perdagangan orvang (trafficking) adalah
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) vane

paling kejam karena merupakan bentuk baru dari

1995), h8.  dikutip dari Andy  Yentrivani,Politik
Perdagangan Perempuan karya, (Yogvakarta: Galang
Press, 2004), h. 1819, N

“Satjipto Rahardjo, Membedah Hukuman Progresif
(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), h. 122-12 ‘
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Perlindungan  Saksi dan Korban (I.PSK)
sepanjang 2016, LPSK menerima total 1720
permohonan.  Adapun permohonan tersebut
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orang. korupsi dan kekerasan seksual anak.
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perdagangan orang  mencapai 140
permohonan.
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kejahatan ini sangat beragam dan juga

memiliki aspek kerja yang rumit. Korban

trafficking seringkali digunakan untuk (ujuan
eksploitasi  seksual (pelacuran  dap
pedophilia), dipakai  serta bekerja  pada
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Perlindungan hukum bagi masyarakat sangalzh
penting karena masyarakat baik kelompok
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kejahatan. Hal ini merupakan bagian dag
perhindungan kepada w.asvarakat, vang dapa
diwujudkan dalam  berbagai bentuk. sepert
pamberian restitusi dan kompensasi. pelavanan

medis, dan bantuan hukum.

Restitusi atau ganti kerugian sangat
penting bagi mereka yang menjadi korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
karena korban menderita kerugian fisik (mater!
dan  psikis (non-materil). Amanat pemberid?
rehabilitasi dan restitusi diatur di dalam Pasal 4%
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 et
TPPO.
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Namun demikian  pemenuhan hak
restitusi bagi korban  perdagangan orang
qangat jarang terjadh karena korban - tidak
mengetahui hak-haknyva dan aparat penegak
hukum tidak mengimformasikan hak tersebut
kepada korban bahkan ditemukan juga aparat
pcncgnk hakum tdak mengetahur baganmana
mekanisme  mengajukan  restitusi. Bahkan
dalaia Putusan pengadilan dengan
memberikan ganli rugl kepada

korban rrafiicking masih jarang dilakukan.

1.2 RUMUSAN MASALAH
Atas dasar hal tersebut diatas, peneliti
melakukan penelitian di desa Kopo Cisarua

Jawa Barat dengan pokok permasalahan yang

diteliti adalah sebagai berikut :

]. Bagaimanakah pemahaman warga desa
Kopo tentang Tindak Pidana Perdagangan
Orang di wilayahnya?

2. Bagaimanakah pemahaman warga desa
Kopo tentang pemberian hak restitusi bagi
korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang.

3. Bagaimanakah mekanisme pemberian hak

restitusi bagi korban Tindak Pidana

Perdagangan Orang?

1.3 METODE PENELITIAN

Melode pcncliliz;n yang dilakukan
di dalam penelitian ini adalah  sebagai
berikut:
A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ni adalah penelitian
hukum yuridis normative. Penelitian jenis

normatif ini akan dikap lebih mendalam

mengrenal ketentuan Pasal 48 Undang-Undang
Nomoi 21 Tabun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak  Pidana Perdagangan

Orang

Pendekatan Penelitian
Sehubungan  dengan  jens penelitian
yang  digunakan  adalah penelitian hukum
yuridis - normatif, maka pendekatan  yang
dilakukan adalah:

l.  Pendckatan Perundang-Undangan

(Stature Approach) Pendekatan
Perundang-Undangan  dilakukan untuk
meneliti aturan-aturan yang mengatur
mengenai  pemberian  resitusi  yang
dinyatakan  dalam  UndangUndang
Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan  lindak Pidana dan
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
2093 Tentang Pemberian Kompensasi.
Restitusi. dan Bantuan Kepada Salsi
dan Korban
2. Pendekatan kualitatif, penelitian dengan
menggunakan  pedoman  wawancara
sebagal instrumen penelitian.
Wawancara dilakukan kepada aparat
desa dan masyarakat desa Kopo Cisarua
Jawa Barat.

Jenis Bahan Hukum

. Bahan Hukum Primer Bahan hukum
primer adalah  bahan  hukum  vang
bersifat mengikat dan otoritanl. Bahan
hukum — primer i diperoleh  dan
peraturan  perundangundangan  vang
mengatur  dan  terkat dengan  alasan

penghapus pidana bagi korban
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@ixan  Kkareng 2danya kejahatan.  Korby

i 3 n

kejahatan dalam hukum

‘ pidana dap proses
peradilan pidana hanyva berperan sebagai pelapor

g y
(delik biasa).

pengadu (delix  aduan), saksi
(perkara pidana) dan pihak yang berkepentingan
(perkara Praperadilan). Kerugian  korban

kejahatan dinilai dari kerugian yang ditimbulkan
dari perbuatan melawan hukum dalam konteks

keperdataan.

Tidak salah kiranva ada pendapat vang
mengatakan bahwa kedudukan korban kejahatan
di hadapan sistem peradilan pidana seolah-olah
dipersamakan dengan korban bencana alam,
eksistensinya antara "ada" (nyata dirugikan atau
mengalami penderitaan) dan "tiada" (pengakuan
hak-hak asasinya guna memulihkan penderitaan
atau kcrugiannya). Bahkan selama dalam proscs
peradilan pidana. terkadang Korban kejahatan

1 r S eV 4 al 3 \ .
harus menjadi korban untuk  kedua  kahmya
c g arl

(rcric-rimi:t'rrr'onJ dalam konteks perlakuan da
Kemudian setelah  proses

penegak hukum.

[ or .cjahatan
peradilan pidana selesal pun Korban kej

korban konteks

jadi lalam
akan menjadi dale

imi i : Sistem
.|1 < nmuulogl dan 3
a djono Rt‘k'ﬂdl utro, Kr ; \- :
N > l-' X Pusat Pelayanan }\(‘Jdll.\ll dan
. pidana, akarta, I'u A a s
| Cr:l(lllﬂ[l Pi ‘ Mk i o

l li'l“ I'[llk“"] Llln\".'l‘)'“ab hl('ﬂlh.-l

PL’]IL‘I o 1 9

"NMudzakkir. Op Cit. et
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1L
arena tidak jarang forhi

fosunt )

kempavarnkatan k

toomar grnalboan (e alnyn kasus

Forhan ienpalmin

Dienigan demkann

il
gl wparys
pendentann berkali-kali  tanpa |

an i
pemulihan hak berupa gantt kerug)

f an
belplngan i

sepala pendentann

kenestapaannyva dart felak kepahitan

T nkiu,
Seinng  dengan perjalannys W Wb

aaturan
nepa melaln kebipakan peraturi

- e
perundang undangannya e n
gakomodir aspirast dari korban kejahatan

dengan  membenkan  hak herupa  pantt
kerug an vang dapat dituntut terhadap pelaku
kejahatan (restitusy). Saat telah terdapat

beberapa  peraturan  perundang-undangan
vang mengatur mengenai ganti kerugian
kejahatan  (restitusi).

terhadap  korban

Diantaranya. Undang-Undang  Nomor 4
Tabun 1981 “tertang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUWHAP), Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-
Undzng Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang, Peraturan  Pemerintah Nomor 44
Tahun 2002 Tentang Pemberian Kompensasi,
Restituss, dan Bantuan kepada Saksi dan
Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tabun 2002 Temang Pemberian Kompensasi,
Pestitust, dan Rehabilitasi terhadap Korban
Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Beral.

Restitusi atau ganti kerugiay sangat

penting bagi mercka yang menjadi korbap

['idak Pidana Perdagangan Orang (TPP(y,

ban menderits keruginn fisik G,
P;ll"”"' ’f’ir ¥ "y
ki (non materih). Armanat Pembesi,,

dun J° il
’ { altiy € Gada gl g

sabilitast dan 16 itusi diatur di dabam Pyq,) 4

pel
! Fahun 2001 (e,
((pdang-undang Momor 21 200y) (a3
" bt — I l;lt!; f’r'lriv,;;;-;’,lj "‘hff;v-
(AL & !

; ary  panggean  tedya
, cmulihan ¢ ' Nady
adalah P g

sikis  dan  sosial agar  dg,
l’“”'h" fl‘.li’. pnlkl 't ,M/“

[aksanakan perannyi kembali wcars wy,
e laksatidr

i

baik dalam keluarga maupun dal m mas, arde,,
,; 4 ’ » %

Pemenuhats hak restitust bag korg,

o T S 2 ” A W
perdagangan orany sangatl jarang terjadi karey,

korban tidak mengetthui hak-haknya dan apar.

penegak hukuim tidak menginformasikan b

tersebut kepada korban bahkan ditemukan juy,

hukum tidak mergetaby

penegak
hagaimaia mekanisme mengajukan  resti;

aparat

Putusan pengadilan dengan memberikan g,
rugi  kepada korban traffickin~ masih  jarang

dilakukan.

Korsan  perdagangan orang  dapa
melaporkan ke Kepolisian agar apabila terdapar
luka-luks atau adanya kekerasan seksual dapa
dimintakan visum untuk menchindari hilangnyz
bukti-bukti kekerasan yang dilakukan oleh
pelaku perdagangan orang. Jika kondisi korbas
dilakuian

pemeriksaan di Kepolisian (BAP Berita Acar

tidak  memungkinkan  untuk

) YRS
Pemeriksaan) maka korban atau pendampmz

korban (keluarga  atau  lembaga swadayz

Masyarakat) dapat meminia penjadwalan slang

setelah kondisi fisik dan psikis korban membaik-

Hal yang menjadi perhatian peneliti &
perdagangan  orang  adalah periha!
Pemberian hak restitusi bagi korban. Kond®

kasus

yang terjadi saat in; adalah korban perdagang®
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orang seringkah tndak mendapatkan hak

veshiusy ataun gant rugr atas |u‘|n|rul.|.|:| Sang

dralamimya

Resntust atau pantt kerugan sangal

penting bagr mercka vang menjadi korban
Iindak Midana Perdagancan Orang (119P0)
karena korban  mendenta  kerugian  fisik
(materil) dan psikis (non-materil). Namun
pemenuhan restitusi sangat jarang  terjadi

karena Korban tidak mengetahui hak-haknya

dan  aparat  penegak  hukum  tidak
menginformasikar hak  tersebut  kepada
korban  bahkan  ditemukan juga aparat

pencgak hukum tidak mengetahui bagaimana

mekanisme mengajukan restitisi.

realilas

Berdasarkan permasalahan

normatf di atas. secara law in concreto,

aparat penegak hukum dan stakeholder yang

memiliki tanggungjawab memoerikan

perlindungan terhadap korbar: dalam sistem
peradilan pidana berbeda pemahaman dalam
melaksanakan pemberian restitusi tersebut.

Satu pihak lebih memilih menggunakan atau

menerapkan penggabungan perkara
sebagaimana yang diatur dalam KUHAP
karena dianggap lebih memberikan kepastian
hukum (derajat KUHAP lebih tinggi daripada

Peraturan Pemenntah No. 44 Tahun 2008
vang merupakan penjabaran dari Undang-
undang Perlindungan Saksi dan  Korban),
meskipun ruang lingkup restitusinya terbatas
kerugian meteriilnya. Sementara pada pihak
penerapan  Undang-

Saksi  dan

lain  menginginkan

undang Perlindungan Korban

beserta Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun

2008 karena menilai mekanisme  tersebut

JURNAIL HUKUM SASANA Vol 2 No 4 E

dapat membenikan restitus yang lebih besar

(it ] "-l"l] }' l] ‘\l,

hngkupnya daipada an

Menurut Muladi, dalam rangka ko.cep
pengaturan terhadap perlimdungan korl el ak
pidana, hal pertama yang harus diperhatikar
vakni esena kerugian yang  diderita k

Isenst kesugian tersebut ndak hanya bersi)

material atau penderitaan fistk saga tetapr juea

yang bersifat psikologis. Hal i dalam bentub

“Trauma  kehilangan  hepercayaan  terhadaj

masyarakat dan ketertiban umum™. Simprten dan
sindrom tersebut dapat berupa kegeliaban. ra
curiga, sinisme, depresi. kesepian dan penliku

penghindaran lamnva.

Kerugian yang diderita oleh korban nndak
pidana aapat dimintakan ganti rugi sebagar salah
satu hak korban tindak pidana. ( wircd Voo
Declaration on The Prosecution cind Assisran
of Crime lictims pada buur 4 Part [-General
Principles ielah menegaskan Kewapliom nap-tip

negara dalam pemenuhan hak-hak korban nndak

. 9
pidana:

Reparation by the offender to the victim shall
be an objective of the process justice. Such
reparation may include (1) the return of
stolen property, (2) monetarv pavment fon

loss,  damages.  persoral  uyun and
psychological  trauma. (3 pavment  fo
suffering, and (4) semvice 1o th, victim
Reparation should be cucowravad b

correctional process

5 ; e 7

Muladi, HMak Asasi Manusia, Politik dan
Peradilan Pidana. (Semarang: Badun Penerbat Ln
Diponegoro, 2002) 1y 77

Sistemn

Crsua

"omli Atmasasinitg
Masalah  Santunan
PidanatJakarta Bty Pembinaan
Departemen Kehakian, (99 h

o i
Penulisay Kavyva Hhiniah wentang
Narban lindak

Hukuin Na nal

Ferhadap
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salwa
fukkan  bahw
al  tersebut menunjukk
" | fernasional P
¢ enlitins internasionat,
e i i oleh pelaku (indak
qiehendaki gant rupi ol
- arbannya  scharusnyd
sidana  kepada  korbanh) '
I i proses peradilan, Ganli
menjadi tujuan dari prose:
| uti pengembalian harta
ruei tersebut meliputi pengembalia
l uri. pembayaran  sejumiah
benda yang dicur, pembayar )
: [ orusakan, dan Juka
uane atas kehilangan, kerusagan, dan
serta trauma psikis yang dialami  korban,

sembavaran untuk penderitaan dan bantuan

kepada korban.

Restitusi  sesuai  dengan  Prinsip

Pemulihan dalam Keadaan Semula (restutio
in fntegrum) adalah suatu upaya bahwa
korban kejahatan haruslah dikembalikan pada
kondisi semula scbelum kejahatan terjadi
meski didasari bahwa tidak akan mungkin
korban kembali pada kondisi semula. Prinsip
ini menegaskan bahwa bentuk pemulilian
kevada korban haruslah sclengkap mungkin

dan  mencakup berbagai aspck  yang

ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan

restitusi, maka korban dapat  dipulihkan

kebebasan, hak-hak hukum, status sosial,

kehidupan keluarga dan kewarganegaraan
3

Kembali ke lempat tinggalnya, pemulihan

pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.

Dalam  prakiik hampir  ¢; banyak

negara k CPorestitusi ini di

cgara konsep restifus; ini thkemhangkan dan
(s

d' apry . . B TE
tberikan puly kepada korban kejahatan a(ag

)E‘: &l - e Ap*en - 1

penderitaan mereky sebagai korban tindak
alam konsep inj maka korly
keluarganya

pidana.
an dap

e harus mendapatkap, gantj
lemgum yang adil gy, tepat dariorang
lzm.sn!nh Aau pihak ketiga yang
.ul:mggungiawah, Gantj kerugian ini akap

;

mencakup  pengembalian - harta -y

pembayaran atas kerusakan atau I’-C“Ji_’lisr;

derita, pengpantian biaya-biaya gy, .
diderita, pengg Yang by
sebagai akibat jatuhnya korban, penyed;

HHI’; Vi
Ja%g

H 1
dan hak-hak pemulihan.

Berdasarkan  Pasal 1365 KI,‘HI’J:rf]z!;‘.
orang yang menderita kerugian yang disehaby,,
oleh perbuatan orang lain yang melaway, huk,
memiliki hak untuk menuntut ganpg kl‘TUg;a;,.

Apabila orang tersebut menderita kﬁ’fugian
akibat suatu tindak pidana, untuk memudahly,
orang lersebut, negera memberikan Jalan unyy,
mendapat ganti kerugian tanpa harus melajy;
proses gugat perdata biasa dengan melaly;
penggabungan perkara gugatan ganti kerugian
kepada perkara  pidana yang diatur dalam

KUHAP.

Selanjutnya :egera semakin memberikan
ruang bagi para korban tindak pidana untul:
mendapatkan  hagnya mendapatkan gani rug
dengan  jangkauan yang lebih luas dengan

mengeluarkan

Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban (selanjutnya disingkat Undang-undang
No. 13 Tahun 2006) yang kemudian diganti
dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
I3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban (selanjutnya disingkat “UU No. 3l
iahun 2004”).

e SR L
lc'Supriya.di Widodo Eddyono, et.al, Masukan T
Perubahan  yy No. 13 Tahun 2006 (en®t
l’crlindungan Saksi dan Korban, (Jakarta: R
Perlindungan Saksi dan Korban), h. 16.
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Namun - demikian, emyatn - bhanyy
s ALY

masatah yane tenade dalam mplementys
o

ketentuanpantt vugi bagi korbay tindak

prdana, baik yang diatuy dalam KUnAp

. I ( ¢
maupun Undang-Undang Perlindungan Soks,

dan Kothan. Penelitian ini hertupuan unuk

melakukan Kajian terhadap beberap,

pemasalahan yang  (imbul schubungan

dengan ketentuan ganti rugj yang berupa

restitusi bagi korban  tindak pidana  dan

menawarkan suatu konsep mekanisme baru

mengenal  permohonan  restitusi yang

diajukan oleh korban tindak picana, yang
mengadopsi  berbagai  ketentuan tentang
restitust dari berbagai peraturan perurdang-

undangan yang dianggap ideal bagi korban.

Kendala lain yang ditemui berkaitan

dengan  pemberian hak  restitusi korban
perdagangan  orang  adalah  adanya ada

keengganan dari Jeksa Penuntut Umum (JPU)
niemasukkan restitusi dalam watutan, dengan
dalily hal tersebut masuk dalam ranah perdata.

Kendala lain dari pelaksanaan pemberian

restusi  adalah  seringkali  korban  tidak
mengetahui  hak-haknya ketika  menjadi
korban perdagangan orang.

Hak korban untuk mendapatkan
restitusi  dan  rehabilitasi  dapat terpenuhi
apabila terkait tiga hal

berikut. Pertama, aparat penegak hukum baik
pendamping korban, Kepolisian, Kejaksaan

dan  Pengadilan memahami mekanisme

pengajuan  restusi termasuk  bagaimana

memformulasikan dan mandapatkan bukti-
bukti kerugian materil dan inmateril yang

diderita oleh korban. Sehingga, putusan-

putusan hakim kedepan banyak dilakukan selain
menjatuhloan pidana dan denda kepada pelaku
e menjatulikan restitusi kepada pelaku dalam
perkara perdagangan orang. Kedua, Penyidik

dan Jaksa PPenuntult Umum wajih

memberitahukan kepada korban tentang hakrva
untuk - mengajukan  restitusi - sehingga  korban
dapat - menggunakan untuk

haknya tersebut

mendapatkan keadilan. Ketiza, adanya

koordinasi antar  berbagai pihak  tenmasuk
pendamping  korban, aparat »enceak hukum.
dinas sosial dinas kesehatan dan instansi terkait
lainnya penting untuk dilakukan agar hukuman
maksimal dapat dijatuhkan kepada para pelaku

untuk tindak

mencegah terulangnya pidana
perdagangan orang kepada korban 'ainnya. Serta
mengembalikan harkat dan martabat korban
sebagai  manusia dengan berbagai macam
program rehabilitasi dan pemberian restitusi

(ganti rugi).

2.2 PROSES WAWAN CARA
Peneliti melakukan penyebaran kuesioner
dengan jenis pertanyaan sebagai berikut:
Kuesioner sebelum awal sebelum dilakukan
penyuluhan tentang tindak pidana perdagangan
orang:
1. Apakah anda mengetahui tentang kasus
perdagangan orang?
2. Anda  pernah  menangani  Kasus
perdagangan orang?
3. Diwilayah tempat tinggal anda pernah
ditemui kasus perdagangan orang?
4. Anda pernah mendengar, melihat,
ataupun mengikuti berita televise dan
media massa lainnya lentang  kasus

perdagangan orang?
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A

: - cudah
S Wilavah kena anda
T peanan
menyehakan unil penanst

perdagangan orang”’
e rsebut,
Berdasarkan  kuesione! el

data jawaban dan

penehiti mengolah

masvarakat sebagai benkut

Gambar 4.1

TN NDAPATKAS

PENTAAMAN MASY ARARAT sEl
TINDAK PIDANA

PENYULUHAN TENTANG

PLRDAGANGAN O ARG

Nlengetahmi Kasus Perdagangan Orang
« Tidak Mengetahun Kasus Padagangan Orang
Permah Menangani Kasus Perdagangan Ouang
+ Tidak Peme’ Memangzani Kasus Perdagangan COranz
Wila, ab Tonggal ditemui Kasus Perdagangan Onarg

Niiasah Tusgzal Tidak ditsina Rasus Perdagangan Orang

1t Kasus Perdagangan Orang Melalu: * teda Massa

Sumber : penelitian 2017
Keterangan gambar4.1 :

1. Scbanvak 16 % masyarakat yang hadir

dikegiatan penyuluhan mengetahui
tentang  kasus  perdagangan  orang.

Sementara 4 % dart masyarakat vang
hadir tidak mengetahur  tentang kasus

erdagangan orang.
o o =

2. Sementara untuk pertanyaan tentang
4 =
apakah masyarakat pernah menangani

kasus perdagangan orang. 0 % menjawab

pernah menangani, mengetahui tentang

Ll

ke

kasus perdagangan orang. 20 % masyaray,

— hadir menyatakan  tidak Pema,
;nun;nmaui kasus perdagangan orang.

Masyaral menjawab  pertanyaan tentang
wilayah tempat tinggal di desa Kopo pemg,

ditemui kasus perdagangan orang sekitar 19,
Mereka munychulkzm bahwa ada bchc;apa
varga asing yang sering didata oleh petygy,.
Wi - - 2

namun tidak pahay,

imigrasi setempat,

apakah mereka termasuk dalam tindak pidan,

perdagangan orang atau tidak. 19% lainny,

menjawab tidak ditemui adanya kasus tindak

pidana perdagangan orang diwilayahnya.

4%
mendengar,
televisi dan media massa lainnya

masyarakat menjawab tidak pemah

melihat. ataupun mengikuti

berita
tentang kasus perdagangan orang.

[emang

untuk  pertanyaan

Sementara
Ketersediaan unit penanganan perdagangan
kerjanya  masyarakat

orang diwilayah

menjawab tidak ada alau 0%

Peneliti kembali menyebarkan kuesioner

dua setelah selesai dilakukan wawancara

pada sessi pertama setelah dilakukan proses

penyuluhan tentang Tindak Pidana Perdagangan

Orang, dengan pertanyaan sebagai berikut :

L.

(B

(s

Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan
tentang tindak pidana perdagangan orang.
apa vang sudah anda pahami tentang kasus
perdagangan orang?

o
5-

Apa vang akan anda lakukan jika diwilayah
anda ditemui adanya korban tindak pidand
perdagangan orang?

Apa yang akan anda lakukan jika korban
perdagangan orang meminta pertolongd!

anda?
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4 Berikan saran dan pendapat andy itk

mengatast Kasus perdagangan orang?

Berdasarkan Kuesioner

penehiti - mengolah data jawaban  dari

masyarakat sebagai berikut ;

Gambar 4.2

PO b AN NEASY ARV VST v
MTENDAP YR AN PENY c PUTEAN TN TANG
FIND AN P AN
TR NG ANG AN OR AN

ap

28%

o setelal mengikut kegrtan penyulubian wentang tndak
preama perdagamgan oang, apicvang sudabanda pahinn
entang kasus perdagangan orang

o Drndiban e aban dhakakan pha disalasal tngeeal
A banva Borhan ondak prckimi perdiagan s e

Mentubk pertolonsan vang ahan diakukan pla Lanban
b mean oty mennnta penelongin

o s daa pend o st ot ks

perte e on e

Sumber : penelitian 2017
Keterangan Gambar 4.2

1. 21 % menjawab setelah mengikut

kegiatan  penyuluhan  fentang, tindak

pidana  perdagangan - orang mereki

memahami apa yang dimuksud - dengan

. i
kasus  perdagangan - orang. Ikata-roia

masyarakat  menjawab mereka  puham

bahwa  vang, dimaksud dengan tindak

- Aty
picdana perdagangan ornge adalah sual
feepahntan

perbuatan  melawan huleum,

vang  terjadi paca LR el
HAM. merupakan suatu (ke pidana
yang  menguniungkin wescorang 1
O snst, memanfontkan enipd kovban

tersebut,

serta mencan keuntungan untuk dirmya
sendie atan perusahionn,  dan merupak i
kerahatan terorpanis

2028% akan melakukan andakan melaporkan
kepada prhak  berswaph sertn melakukan
pendampmgan kepada korban tndak prclan
perdagangan orng

3028 % akan meinkukan pertolongan kepada
Korban — perdagangan  orang dengan cara
melaporkan— pada pihak Kepolian
menemani korban serta melaporkan peliku
pada pihak berwapih.

4. 23 "0 membenkan saran dan pendapat untuk
mengatasi kasus perdagangan orangchaen
bevikut @ membentuk satgas TPPO - untul
memudalikan identfikas dare mana korban
tersebut berasal, menyiapkan jalue telepon
Khsus— untuk ICNCrn peneadian
masyarakat, menyapkan posko Khusus untuk
momberikan  baatuan hukum, melakukan
sostnlisast ke seluruhe wilavah vang reatan
menjadi korban perdagangan orang

Berdasarkan — hastl wawancara dan
pengolahnn  data kuesioner (¢ sebut  terhihat
bahwa masyarakat di desa Kopo, Craara tdak

memahami tentangg perdagangan orang karena di

wilayahnya belum adao yang menjadi korhan

Ialoupun adiae - vang menpetahiug - tentang

perdagangan . orng, Bl tersebue dikarenakan

mereka  menyakakan bert i televin atan

med i massn

Moy arakat g ok memahame bhaliwoa
korban tindak perdagangan ot herhak untuk
||||-||1||||n|||\|l|1 restibun 'll'I‘ll}'III ili‘lllllk PRt

v haevs diterima korban - atoupuan - ahli
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4. Berikan saran dan pendapay

mengatasi kasus perdagangan orang?

Berdasarkan kuesioner tersebut

penchti  mengolah  data  jawabap dari

masyvarakat sebagai berikut :

Gambar 4.2
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Sumber : penelitian 2017
Keterangan Gambar 4.2 :

I. 21 %  menjawab setelah mengikuti

kegiatan penyuluhan tentang tindak
pidana pecrdagangan  orang mereka

memahami apa yang dimaksud dengan

kasus perdagangan orang. ~Rata-rala

masyarakal menjawab mereka  paham

bahwa vyang dimaksud dengan tindak

pidana perdagangan orang adalah suatu

.
perbuatan melawan hukum, kejahatai

yang terjadi pada manusia, melanggar

HAM, merupakan suatu tindak pidana
— alau
yang menguntungkan geseorang ala

. wnmaea korban
organisasi, memanfaatkan tenagd korb:

anda untyk

serta mencan keuntungan untuk dirinva

sendiratau  perusahaan, dan  merupakan

kejahatan terorganisir.
LU ale -
2. 28% akan melakukan tindakan melaporkan
kepada  pihak berwajib  serta melakukan

pendampingan kepada korban tindak piduna

perdaganga: orang.

Lad

- 28 % akan meiakukan pertolongan kepada
korban perdagangan orang dengan cara
melaporkan  pada  pihak  Kepolisian.

menemani korban serta melaporkan pelaku
pada pihak berwajib.

4. 23 %6 memberikan saran dan pendapat untuk

mengatasi kasus perdagangan orangsebagas

berikut : membentuk satgas TPPO untuk
memudahkan identifikasi dari mana korban
tersebut berasal, menyiapkan jalur telepon

kliusus untuk menerima

pengaduan
masyarakat, menyiapkan posko khusus untuk
memberikan baatuan hukuin, melakukan
sosialisasi ke seluruh wilavah vang reutan
menjadi korban perdagangan orang
Berdasarkan  hasil  wawancara dan
pengolahan data kuesioner tersebut terlihat
bahwa masyarakat di desa Kopo, Cisarua tidak
memahami tentang perdagangan orang karena di
wilayahnya belum ada yang menjadi korban.
Kalaupun ada yang mengetahui tentang
perdagangan orang, hal tersebut dikarenakan

mereka menyaksikan berita di televisi atau

media massa,

Masyarakat juga tidak memahami bahwa
korban tindak perdagangan orang berhak untuk
mendapatkan restitusi sebagai bentuk ganti rugi

y